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8.

9.

10.

: PERATURAN BUPATI TEMANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI, SERTA TATA KER.IA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH dr. KEI,AS B KABUPATEN

PURWORE.IO.

BAB I

KETEMUAN UMUM

Pasal 1

1?fr7
?I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud
1. Oaerah adalah Kabupaten Purworelo'

dengan:
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

yang menjadi
yang memimpin pelaksanaan

kewenangan daerah otonom.
pemennurusan

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Punvorejo'
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat darurat.

6. RSUD dr. Tjitrowardojo
Ktrusus (UOBK) adalah
memiliki otonomi dalam
daerah serta bidang kepegawaian.

7. Kepala DINKES adalah Kepala Dinas Kesehatan l(abupaten
Purworejo.

8. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B.
9. Komite Medik adalah Perangkat rumah sakit untuk

tata kelola klinis (clinicat agar staf medis dirumah sakit
terjaga profe melalui mekanisme kredensial,
penjagaan mutu, profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiPlin
profesi medis.

1O. Komite Keperawatan adalah wadah non
danyang fungsi utanra

tenaga keperawatan melalui
mekanisme kredensial penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan
etika dan disiplin profesi.

11. Komite Tenaga Kesehatan Lain adalah wadah non struktural rumah
sakit yang memPunYai fungsi utama dan

tenaga kesehatan lain melalui
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan

Kelas B sebagai Unit Organisasi Bersifat
rumah sakit daerah KabuPaten Yang

pengelolaan keuangan dan barang milik

-stmlrtural rumah sakit

etika etika dan disiPlin Profesi.
12. Komite Etik Rumah Sakit adalah suatu perangkat organisasi non

struktural yang dibentuk dalam RSUD &. Ke1as B

untuk membantu Direktur dalam
Sakit.

Kode Etik Rumah

13. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah organisasi non
struktural yang dibentuk dalam RSUD dr. Kelas B
untuk menjalankan pencegahan dan infeksi serta

dan infeksimenJrusun
termasuk
berupa

kebijakan
infeksi yang

Hl\l (Humart
bersumber dari masyarakat

Virus), dan
infeksi menular lainnya.

14. Komite Mutu Rumah Sakit adalah organisasi non struktural yang
dibentuk dalam RSUD dr. 'Iljitrowardojo Kelas B untuk Direktur
dalam melakukan Program mutu pelayanan dan

sasaran keselamatan pasien berbasis
risiko di RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B.

15. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dolrter spesialis, dan dokter
gigi spesialis di rumah sakit.
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16. Satuan Pemeriksaan Internal, yang selanjutnya disingkat SPI,

adalah adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan
pemeriksaan audit kinerja internal rumahsakit'

17. instalasi adalah jaringan utilitas mulai dari sumber hingga

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan
dengan Ferjanjian Kerja yang bekerja pada

pengunaan.
18. Aparatur Sipil Negara

Pegawai
instansi

19. Jabatan adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan hrgas berkaitan dengan PelaYanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2O. Pejabat adalah Pegawai AParatur Sipil Negara yang

menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi

BAB II

, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibenhrk RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B.

Bagian Kedua

Pasal 3

(1) RSUD dr. Tj itrowardojo Kelas B berkedudukan di bawah dan
bertanggungiawab kepada KePala DINKES.

(2) RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B meruPakan unit organisasi bersifat
ktrusus Srang memiliki otonomi dalam keuangan dan
barang milik daerah serta bidang

(3) RSUD Dr. Tjitrowardojo Kelas B dipimpin oleh Direktur yang
jabatan strukhrral.

(4) Direktur sslqgaimsna dimaksud pada ayat (3) dalam
keuangan dan barang milik daerah serta bidang kePegawaian

jawab kepada KePala DINKES.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana di maksud pada aYat (4)

dilaksanakan melalui laporan
keuangan dan barang milik Daerah serta
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Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

RSUD Dr. 'Iljitrowardojo Kelas B mempunyai tugas memberikan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna'

Bagan Keempat
Fungsi

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Susunan organisasi RSUD Dr. Tjitrowardojo Kelas B terdiri atas:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
RSUD Dr. Tjitrowardojo Kelas B menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan m-elal. ui

i*t"yrrrm kesehatan yalg paripurna tingkat kedua dan ketiga
sesuai kebutuhan medis;

c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
datim i"ogk" peningkatan kemampuan dalam pemberian
pelayanan kesehatan;

a. penyetenggaraan penelitian dan pengembangan .serta penapisan
iet<riotogi Uiaang Eesehatan dalam rangfu peningkatan pelayenan
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINKES sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

a. Direktur;
b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:

1. Bidang Penunjang Pelayanan dan Manajemen Informasi
Kesehatan;

2. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Promosi

Kesehatan.
c. Wakil Direkhrr Umum dan Keuangan, membawahkan:

1. Bagian Sekretariat;
5
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2. Bagian Perencanaan dan Hubungan Masyarakat; dan
3. Bagian Keuangan.

d. Komite Medik;
e. Ifumite Keperawatan;
f. Komite Tenaga Kesehatan Lain;
g Komite Etik dan Hukum;
h. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
i. Komite Mutu;
j. Kelompok Medik Fungsional;
k SPI; dan
L Instalasi.

Pasal 7

Direktur bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.

Pasal 8

(2) Bagan organisasi RSUD dr. ljitrowardojo Kelas B sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Direktur

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
Direktur Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:
a pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
U. ircnetapan kebljakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan

kewenangannya;
c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
a. iemUinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan

fungsi unsur organisasi;
e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan peLaporan;dan
f. irclaksanaan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala

DINKES sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Wakil DAektur PelaYanan

Wakil Direktur PeLayanan menyiapkan bahan perumusan keb-ijakan
teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bidang penunjang-. pelayanan dan manajemen
informasi kesehatan, pelayanan medis dan keperawatan, serta
pengembangan sumber daya manusia dan promosi kesehatan.

Pasal 9

Wakil Direktur Pelayanan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepa.da Direktur.

Pasal 1O

6

6

17
T ,a (ft

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


b.

Pasal 1 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O,

Wakil Direkhrr Pelayanan fungsi
a. penJrrapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi,

pembinaan dan tugas bidang penunjang
pelayanan dan manaJ emen informasi kesehatan;
penJnapan perumusan bahan kebljakan teknis, koordinasi,
pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan
medis dan

c. penyiapan perumusan bahan keb{iakan teknis, koordinasi,
dan tugas bidang

d. tugas kedinasan lain Yang
Sumber daya manusia dan promosi kesehatan; dan

diberikan oleh Direktur
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12

(1) Ulakil Direktur Pelayanan,
Informasia. Bidang Penunjang Pelayanan dan

Kesehatan;
danb. Bidang Pelayanan Medis dan

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Promosi
Kesehatan.

(21 Bidang sebegiimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh KePala
Bidang yang berada di
Direktur Pelayanan.

bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil

Paragraf Kesatu
Bidang Penunjang Pelayanan Dan Manajemen Informasi

Pasal 13

Bidang Penunjang PeLayanan dan Manajemen Informasi Kesehatan
bahan perumusan kebljakan teknis,mempunyar tugas

melaksanakan
tugas bidang
kesehatan.

koordinasi, membina dan
penunjang pelayanan dan informasi

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Bidang Penunjang Pelayanan dan Manajemen Informasi Kesehatan
menyelenggarakan fungsi:
a.

pembinaan dan
perumusan bahan kebliakan teknis,

pelaksanaan tugas bidang penunjang
pelayanan;

b. penyiapan perumusan bahan keb[iakan teknis, koordinasi,
dan tugas bidang

Manajemen Informasi Kesehatan; dan

Er,
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c pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil
Direktr:r Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Bidang Penunjang Pelayanan dan Manajemen
Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1),
terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Penunjang Pelayanan dan Manajemen Informasi
Kesehatan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai
dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Penunjang Pelayanan dan Manajemen Informasi
Kesehatan.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Penunjang Pelayanan; dan
b. Subkoordinator Manajemen Informasi Kesehatan.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabet oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya,ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan ,tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Subkoordinator Penunjang Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan
bahan penunusan dan melaksanakan kebijakan teknis-. serta
melakukan pembinaan di bidang penunjang pelayanan, yang meliputi:
a. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp

kewenangan daerah Kabupaten, meliputi:
1. mengembangfun rumah sakit;
2. merehabilitasi dan memelihara rumah sakit;
3. merehabilitasi dan memelihara rumah dinas tenaga kesehatan;
4. melaksanakan pengadaan sarana fasilitas peLayanan kesehatan;. 

-

5. melakasanakan- pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik
fasilitas pelayanan kesehatan;

6. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi;
7. melaksanakan pengadaan obat, vaksin;
8. melaksanakan pengadaan bahan habis pakai;
9. memelihara sarana fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit;

l0.memelihara prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan
kesehatan;

l l.memelihara rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang
medik fasilitas pelayanan kesehatan;

b. melaksanakan pelayanan farmasi;
c. melaksana.kan pelayanan laundry/ binatu;
d. melaksanakan pengolahan makananl gia;

8
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e. menyediakan informasi dan komunikasi;
f. melaksanakan pemulasaraan jenazah;
g. melaksanakan pelayanan non medik lainnya; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Penunjang Pelayanan dan Manajemen Informasi Kesehatan sesuai
dengan tugas jabatannya.

Subkoordinator Managemen Informasi mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan keb{jakan teknis serta
melakukan pembinaan di bidang Manajemen Informasi Kesehatan yang
meliputi:
a. menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi,

meliputi:
1. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi kesehatan;
2. melaksanakan pengelolaan sistem informasi kesehatan;dan
3. melaksanakan pengadaan alat/ perangkat sistem informasi

kesehatan dan jaringan internet.
b. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan rekam medik dan

penyelenggaraan audit rekam medik; dan
c. melaksanalan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Penunjang pelayanan dan Managemen Informasi kesehatan sesuai
dengan tugas jabatannya.

Paragraf Kedua
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 18

Pasal 17

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebliakan teknis, melaksanakan
koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang
pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Bidang Pelayanan Medis dan Keperal atan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan bahan kebljakan teknis, koordinasi,

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pelayanan
medis;

b. penyiapan perumusan bahan keb[iakan teknis, koordinasi,
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang
keperawatan;dan

c. peiaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil
Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Pasal 2O

(1) Susunan Organisasi Bidang PelaYanan Medis dan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), terdiri dari atas

Jabatan

(21

Medis dan KePerawatan

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
Pelayanan Medis; dan
Keperawatan.

(4) subkoordinator sebagaimana dimaksud Pada aYat (3)' Pejabat

a.
b.

fungsional dengan jenjang sekurang-kurangp.ya ahli muda atau

pelaksana senlor yang ditunjuk, Yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kePada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan

Pasal 21

Subkoordinator PelaYanan Medis tugas bahan

dan kebljakan teknis serta metrakukan

di bidang pelaYanan medis yang meliputi:
layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan

a.
meliputi:tingkat daerah

1. mengelola Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi

berat;
pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak

menular;

HIV;
Z. mengetota pelayanan kesehatan jiwa dan NAIZA;

;: ffi;;ffi;"i"v"r," tt"""t'"t"" ottt'g dengan masalah kesehatan

jiwa(ODMK); . -- r^--
+.'*""i"f-of" p"t"y.n"n kesehatan orang dengan gangguan Jrwa

5

6.
7.
8.
9.

10.

mengelola uPaYa kesehatan khusus;
mengelola jaminan kesehatan

melaksanakan akreditasi

Obat (TB RO);

sakit;
dan

TerPadu (SPGDT)'
b. mengelola peLayanan Tuberkulosis (TB) dan Tuberkulosis Resisten

dan mengeloLa Sistem Penanganan Gawat Darurat

medikumum;
medik spesialis;

c.
d.

ffiT1v
melaksanakan Pelayanan
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e.
f.

at

melaksanakan
Jaminan Kesehatan

Nasional Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat lanjut;
izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pel,ayanan

kesehatan tingkat daerah Kabupaten, yang meliputi:
tata kelola rumah sakit dan fasilitas petrayanan1.

h.

kesehatan tingkat daerah Kabupaten;
2. meningfutkan mutu
3. menyiapkan penrmusan

rujukan.
tugas kedinasal l,ain Yang

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

dan
kesehatan

diberikan oleh Kepala
sesuai dengan tugas

Layanan Kesehatan untuk
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota,
1. mengelola pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. mengelola pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. mengelola pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. mengelola peLayanan kesehatan balita;
5. mengelola pelayanan kesehatan pada usia Produktif;
6. mengeloLa peLayanan kesehatan pada usia lanjut;
7. mengelola kesehatan hipertensi;

diabetes melitus;8. mengelola pelayanan kesehatan
generalis;
spesialis;

b. melaksanakan asuhan
c. melaksanakan asuhan
d. melaksanakan asuhan ke dan

a.

e.

Subkoordinator
perumusan dan

di bidang

melaksanakan tugas lain Yang
Pelayanan Medis dan KePerawatan

Pasal22

tugas bahan
ke teknis serta melakukan
yang

UKM dan UKP Rujukan

diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas jabatannYa'

sumber daya manusia dan promosr

Pasal 24

Pasal 23,

Paragraf Ketiga
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Promosi Kesehatan

Pasal 23

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Promosi Kesehatan
bahan perumusan kebljakan teknis,

membina dan
tugas bidang
kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas se
Pengembangan Sumber

fungsi:

bagaimana dimaksud dalam
Daya Manusia dan Promosi Kesehatan

penyrapan
pembinaan

bahan
dan

manusra;

11
1 11lil ?7

PItfo

a,

pengembangan sumber daya
bidang

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


b. pen5napan perumusan bahan kebljakan teknis, koordinasi,
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang promosi
kesehatan;dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil
Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan firngsi.

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Promosi Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat
(U, terdiri dari atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengeloLaan

kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Promosi
Kesehatan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai
dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Promosi
Kesehatan.

(3) Subkoordinator pada ayatl2l terdiri dari:
a. Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
b. Subkoordinator Promosi Kesehatan.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat
fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau
p"L"k"ro" senior yang ditunjuk, yang berada di bawah dan
t"rtarrggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan Promosi Kesehatan.

Pasal 26

Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebiiakan
tefnis serta mel,akukan pembinaan di bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia yang meliPuti:
a. irerencanakan t eUututran dan pendayagunaan sumberdaya

manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah rumah sakit,
meliputi:
f . metatutan perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber

daya manusia kesehatan;
Z. metatutan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia

kesehatan sesuai standar; dan
3. membina dan mengawasi sumber daya manusia kesehatan'

b. mengu.sulkan pemberian izin pral<tek tenaga kesehatan rumah sakit,
meliputi:
1. rnengendalikan perizinan praktek tenaSa kesehatan di lingkungart

rumah sakit; dan

6

t ,1
*
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d.

2. membina dan mengawasl tenaga kesehatan serta tindak lanjut
penzrnan praktik tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit.

c. membina dan mengawasi sumber daya manusia di lingkungan
rumah sakit;

layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan
tingfut daerah KabuPaten dengan melakukan

Promosi Kesehatan mempunyal tugas
bahan dan melaksanakan kebijakan teknis serta

melakukan pembinaan di bidang Promosi kesehatan Yang meliPuti:
A. melakukan advokasi, pem kemitraan, peningkatan Peran

serta dan lintas sektor tingkat daerah
berupa upaya promosi kesehatan advokasi kemitraan
dan dengan melakukan
Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan PemberdaYaan

Masyarakat;
Sehat dalam rang!<a Promotif preventif tingkat

Daerah KabuPaten, dengan promosi kesehatan dan

gerakan hidup bersih dan sehat;dan
tugas kedinasan lain Yang diberikan oleh KePala

penelitian Kesehatan; dan

". ,o.l"k"rrrakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sumber Daya Mariuasia KeJehatan dan Promosi Kesehatan sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Pasal2T

b.

c.
Bidang Sumber DaYa Manusia Kesehatan, dan Promosi Kesehatan

sesuai dengan tugas

Bagran Keempat
Wakil Direktur Umum Dan Keuangan

Pasal 28

Wakil Direktur Umum dan Keuangan berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktrrr'

Pasal 29

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas
penJnapan perumus€rn kebiiakan teknis,

dalam bidangs{*tr€l terpadu, dan
Masyarakat; dan Keuangan diSekretariat;

Dalam
Wakil Direktur Umum dan Keuangan
a. penlnapan perumusalr

Perencanaan dan Hubungan
RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas

Pasal 3O

B.

keb{akan teknis, pembinaan, dan
dan

tugas sebagaimatra dimaksud daLam Pasal 29'
fungsi:

+r...-.L
o

t4_7
T0

terpadu di bidang sekretariat;
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b Penyiapan perumusan kebijakan teknis,
secara terpadu,

di bidang perencanaan dan rekam medis;
c. penyapan perumusan kebirjakan teknis, pembinaan,

secara terpadu,

dan
dan

dan
dan

dan pengendalian di bidang rumah tangga dan dan
tugas kedinasan lain Yang diberikan oleh wakil

direkhrr pelaYanan saF{r€E dengan tugas dan fungsi.

Pasal 34

d
di bidang keuangan; dan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur

sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 31

(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
a. Bagian Sekretariat;
b. Bagian Perencanaan dan Hubungan Masyarakat; dan
c. Bagian Keuangan.

(2) Bagian-Bagian dimaksud pada ayat (1), masing-

masing dipimPin oleh seorang KePala Bagian yang berada di bawah

dan jawab kepada Wakil Direktur Umum dan
Keuangan.

Paragraf Kesatu
Bagian Sekretariat

Pasal 32

Bagian Sekretariat tugas melakukan penyiapan bahan
kebijaf<an teknis, Pembinaan,

secara terpadu, dan
yang meliputi bidang tata usaha, bidang organisasi dan

RSUD dr.serta bidang rumah tangga dan PerlengkaPan di
Tjitrowardojo Kelas B.

Dalam
Bagian

Pasal 33

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32'

Sekretariat fungsi:
a. penyrapan perumusan kebiiakan teknis,

dan di bidang tata usaha;
penylapan kebiiakan teknis, Pembinaan,
dan di bidang organisasi dan kepegawaian;

perumusan kebiiakan teknis, pembinaan,

b.

c.

d.

(1) Bagian Sekretariat'
a. SubbagianTata

t4
31

ftih
-Tt

9-6

Usaha;
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Subbagian Rumah Tangga dan PerlengkaPan; dan
Organisasi dan KePegawaian.

(2) Subbagian dimaksud pada ayat (1), masing-masing
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kePada Kepala Bagan Sekretariat.

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-

masing dijabat oleh seorang Pejabat fungsional dengan jenjang

sekurang-kurangrrya ahli
ditunjuk, yang berada di
KepaLa Bagan Sekretariat.

muda atau peLaksana senior Yang
bawah dan bertanggung jawab kepada

Pasal 35

Subbagian Tata Usaha tugas bahan

pemmusan dan melaksanakan kebiiakan teknis serta melakukan
pembinaan bidang tata usaha Yang meliPuti:
a. melaksanakan lunum Rumah Sakit meliPuti :

Arsip Dinamis Pada SKPD; dan

2. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Pada SKPD.
b. menyediakan jasa meliPuti:

1. menyediakan jasa surat menyurat;
2. asa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan

4. menyediakan jasa PelaYanan urnum kantor
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KePala

Bagian Sekretariat sesuai tugas dan fungsi

Pasal 36

b.
c.

1.

j

bahan
serta melakukan
meliputi:
a. melaksanakan

meliputi

Organisasi dan Kepegawaian
dan melaksanakan kebijakan

bidang Organisasi dan kepegawaian

tugas
teknis

yang

1.
2.
3.

4.
5.

melakukan

melakukan

Rumah Sakit

Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
pegawar;

pengadaan pakaian dinas beserta atribut

dan pengolahan Administrasi KePegawaian;

dan Sistem Informasi

Kepegawaian;
melakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;

melaksanakan

6.
7.
8.

ffi
1,l7v46

melaksanakan tugas;
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9. melakukan pemindahan Tugas ASN;
1O. mensosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
11. melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan

tugas dan fungsi;
12. melaksanakan bimbingan teknis

Perundang-Undangan; dan
13, Melakukan pemindahan tugas non ASN.

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Sekretariat sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 37

Subbagian Rumah Tangga dan tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis

serta melakukan pembinaan bidang rumah tangga dan perlengkapan
yang meliputi:
a. melaksanakan barang milik daerah meliputi :

1. menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada

Peraturan

barang milik daerah

Laporan barang milik

dinas atau

Rumah Sakit;
2. mengamankan barang milik daerah pada Rumah Sakit;
3. mengoordinasikan dan menilai barang milik daerah pada Rumah

Sakit;
4. membina, mengawasi dan mengendalikan

pada Rumah Sakit;
5. melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun

daerah pada Rumah Sakit;
6. melaksanakan

Sakit; dan
barang milik daerah pada Rumah

7. memanfaatkan Barang Milik Daerah pada Rumah Sakit.
b. melaksanakan pengadaan barang milik daerah meliputi:

l.melaksanakan pengadaan kendaraan perorrangan
kendaraan dinas jabatan;

2. meLaksanakan pengadaan kendaraan dinas operasional atau
lapangan;

3.
4.

pengadaan alat besar;
pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;

5. melaksanakan pengadaan mebel;
6. melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin Lainnya;
7. melaksanakan pengadaan

pengadaan8.
9. melaksanakan bangunan l,ainnya;

10. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
atau bangunan lainnya; dan

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan l.ainnYa.

barang milik daerah meliputi:
1. menyediakan jasa biaya dan pajak

dinas atau kendaraan dinas jabatan;

aset tetap lainnya;
aset tak berurujud;
gedung kantor atau

11.

c

3I thk76
h

4

kendaraan perorangan
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2. menyediakan jasa
atau laPangan;perizinan kendaraan

, biayaE'FA

perizinan alat besar;
biayaJasa

perizinan alat ang[utan darat tak bermotor;

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

, biaya pemeliharaan, Pajak dan

dan

dan

sarana dan

gedung kantor atau bangwun lainnya; dan

atau rehabilitasi tanah'
umufil BLUD, meliPuti:

instalasi listrik atau

perlenglaPan kantor;

barang cetakan dan
diberikan oleh KePala

tugas kedinasan lain yang

Pasal 38

Perencanaan dan Hubungan tugas

penyiapan bahan Perumusan

Perencanaan dan Hubungan
Perencanaan, Evaluasi dan

Kelas B.
di lingiungan RSUD dr'

Pasal 39

dalam Pasal 38,
Dalam
Bagian
fungsi: kebijakan teknis,
a.

di bidang evaluasi dan
dan

kebiiakan teknis,
di bidang hubungan dan

diberiken oleh wakil

mebel;
peralatan dan mesin lainnYa;
aset tetaP lainnYa;
aset tak berurujud;
atau rehabilitasi gedung kantor dan

atau rehabilitasi sarana dan

bangunan lainnYa;
atau rehabilita'si

j

10.

lainnya;

prasarana gedung kantor atau

prasarana

d. Menyediakan

11.

t2.

1

bangunan kantor;
2.
3.
4.
5.

e.
Baglan Sekretariat sesuar tugas dan fungsi.

ParagrafKedua -

Bagran Perencanaan lan Hubungan Masyarakat

Perencanaan

b.

c
dan

tugas kedinasan Lain yang
tugas dandengan

,4ds6

direktur pelayanan sesuar

t7

fungsi.
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Pasal 4O

(1) Bagran Perencanaan dan Hubungan
Perencanaana.

b. Subkoordinator Hubungan Masyarakat.

membawahkan:
dan Pelaporan; dan

serta
yang meliputi:

(21 Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing diiabat oleh seorang peJabat fungsional dengan jenjang
sekurang-kurangrrya ahli

yang berada di bawah dan
muda atau pelaksana senlor yang

jawab kepada
Kepala Bagan Perencanaan dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 41

Perencanaan, Evaluasi dan
ke akantugas

teknis serta
PeLaporan yang meliputi:

RS meliputi:
1. menyusun dokumen

dan menyusun
dan Anggaran-BLUD RS;

dan
Kegiatan dan Anggaran- RS;

Evaluasi dan

, dan mengevaluasi kinerja BLUD

Dokumen Rencana Kegiatan

Dokumen perubahan Rencana

a-

2.

3

4

5

dan menlrusun Dokumen Pelaksanaan

Penrbahan

dan menyusun laporan capaian kinerja dan

Rencana Bisnis

Rencana Bisnis

dan menyusun laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja BLUD RS; dan
melaksanakan evaluasi kinerja BLUD RS.

6

7.
8.

ikhtisar

BLUD RS;

Anggaran BLUD RS;

RS;

9.

10.

dan menyusun Perubahan

dan menyusun Dokumen Bisnis Anggaran BLUD

dan menyusun perubahan Dokumen Bisnis11.
BLUD RS;

t2.

13.
c. melaksanakan tugas kedinasan lain

dan Hubungan
yang diberikan oleh KePala

Masyarakat sesuai tugas danBagian Perencanaan
fungsi

bahan

Pasal 42

18
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2. melalrukan pelayanan hubungan masYarakat;
terhadap3. mengelola dan menanganr

pel,ayanan rumah sakit;
tasikan kegiatan rumah sakit;

mengelola kerjasama;
mengkaji dan menelaah produk hukum RSUD;

produk hukum dan naskah hukum l,ainnYa;
bahan bacaan dan Peraturan -Undangan;
bahan/material;

menfasilitasi tamu; dan
rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

dan/atau BLUD.
b. melaksanakan tugas kedinasan lain Yang diberikan oleh KePala

Bagran Perencanaan dan Hubungan MasYarakat sesuai tugas dan

tungsi

Paragraf Ketiga
Bagtan Keuangan

Pasal 43

bahan

di bidang keuangan
dan bidang

Kelas B.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44,

Bagian Keuangan fungsi:
a. kebiiaf<an teknis, pembinaan, Pelaksanaan'

dan di bidang
kebijakan tehds, pembinaan, Pelaksanaan

dan di bidang Perbendaharaan;
c. penyrapan kebijakan teknis,

dan di bidang akuntsnsi dan verifikasi;dan

d. diberikan oleh wakil

direktur fungsi.

Pasal 45

(1) Bagran Keuangan,
Subbagian

b.

a.

c.
b. Subbagian dan

Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

(21

_f_fr1
rpn7

FLE

19

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


Subbagian
perumusan
pembinaan

Pasal 46

mempunyai tugas bahan
dan kebljakan teknis serta melakukan

bidang pendapatan yang meliputi:
a. melaksanakan daerah kewenangan

RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B meliPuti:
1. melakukan perencanaan retribusi daerah;

retribusi daerah serta2. menganalisa dan
kebijakan retribusi daerah;

dan penyebarluasan kebiiakan retribusi

dan obyek retribusi daerah;
data retribusi daerah; dan

6. melakukan PelaPoran retribusi daerah.

7. merencanakan Pengelolaan pendapatan BLUD;
BLUD, serta8. dan

menJrusun kebijakan BLUD;
9. melakukan dan penyebarluasan kebijakan

BLUD; dan
O. melakukan PelaPoran BLUD.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KePala

Bagan Keuangan sesuai tugas dan fungsi

Pasal 47

Subbagian tugas bahan

dan kebiiakan teknis serta melakukan

pembinaan bidang yang
keuangan RSUD meliPuti:

gaji dan tunjangan ASN;
tugas ASN;
tugas non ASN;administrasi

gaji dan tunjangan non ASN;
dan men5rusun keuangan alhir tahun;
dan menYusun LaPoran bulanan,

semesteran; dan
dan analisis prognosrs realisasi anggaran.7. men5nrsun pelaporan

b tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Keuangan sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 48

Subbagian Akuntansi dan Verifikasi tugas

bahan perumusan dan elaksanakan kebljakan teknis serta melakukan

bidang akuntansi dan verifrkasi Yang meliputi:

a. melaksanakan keuangan RSUD meliputi:

1. melaksanakan dan pengujian/verilikasi keuangan;

melaksanakan akuntansi;

3. melakukan
daerah;

4. melakukan
5. melakukan

1

b.

a,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. dan
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3. mengoordinasikan dan menyusun laporan keuangan akleir tahun;
dan

4. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan.
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

Bagan Keuangan sesuai tugas dan frrngsi.

Bagian Kelima
Komite Medik

diberikan oleh Kepala

Pasal 49

(l) Komite Medik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur.

12) Komite Medik sebagaimana dimaksud daram ayat (1) dipimpin-oleh
seorang anggota Komite Medik senior seb"gai Ketua Komite Medrk'

(3) Ketua Komite Medik dimaksud Pada aYat (21

jabatan non strulrhrral Yang diangkat dan
diberhentikan dengan Direktur.

Pasal 50

yang

staf

akan

Bagian Keenam
Komite Keperawatan

Pasal 51

(1) Komite Keperawatan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur.

(2) Komite oleh seorang anggota Komite
Komite KePerawatan.

(3) Ketua Komite
merupakan jabatan

sebagaimana dimaksud Pada aYat (2)

non struktural yang diangkat dan

diberhentikan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 52

Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam

a melakukan sosialisasi kode etjk Profesi tenaga keperawatan;
pembinaan etik dan disiPlin profesi tenaga kePerawatan;

'It37 il *3- l_
b. melakukan

2t
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c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan
masalah etik dalarir liehidupan profesi dan pelayanan asuhan
keperawatan dan kebidanan;

d. mirekomendasikan pencabutan kewenangan klinis; dan
;. ;;;G;k"t pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam

asuhan keperawatan dan kebidanan'

Bagian Ketqiuh
Komite Tenaga Kesehatan Lain

Pasal 53

(11 Komite Tenaga Kesehatan Lain berkedudukan di bawah dan
" bertanggung jiwab kepada Direktur'

l2l Komite Tenaga Kesehatan l^ain dipimgin oleh seorang llggota,", iilffi;; r1"ff" x"""t "t", r.i, senioi 
"ebagai 

Ketua Komite TenAga

Kesehatan Lain.

(3) Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada

avat (2) *"*p.x- j"U"t"o non struktural yang diangkat dan

aiiUe.tieittit an dengan Keputusan Direktur'

Pasal 54

Komite Tenaga Kesehatan Lain mempunyai tuga's membantu Direkhrr

dalam melaksanakan:
;. ;;;;fu standar binaan asuhan praktik tenaga kesehatan lain

irSUo at. Tjitrowadjojo Kelas B;dan
t. p"*Ui"*r" etika 

- 
p:rofesi .tenaga, kesehatsn Lain berdasarkan

Letentuan peraturan perundang-undangan'

Bagian KedelaPan
Komite Etik dan Hukum

(llKomiteEtikdanHukumberkedudukandibawahdanbertanggung' ' jawab kePada Direktur.

(2) Komite Etik dan Hukum dipimpin 9!eh geolang anggotLKomite Etik
Rumah Sakit senior 

".U"g"i 
Ke-tua Komite Etik Rumah Sakit'

13) Ketua Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayatt"' i;\";;;';.k;-1"u"t". non st ,iktur"l vans diangkat dan

hibettrentitan dengan Keputusan Direktur'

Pasal 56

Komite Etik dan Hukum bertugas meningkatkan dan menjaga

["o"t"tt.t penerapan etika dan hukum di Rrrmah Sakit' dengan cara:

l:;;h!"" i"iiJ,r* Etik dan Perilaku (Code of Condudl;

Pasal 55

6

uW'1tkil7
PTI(r{ ld_
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2. menyusun pedoman Etika Pel,ayanan;
3. membina penerapan Etika Pelayanan, Etika Penyelenggaraan, dan

hukum
4. mengawasi penerapan Etika Pelayanan dan Etika

5. memberikan analisis dan
pembahasan internal kasus

6. mendukung bogran hukum

pertimbangan etik dan hukum Pada
pengaduan hukum;
dalam melakukan pilihan penyelesaian

7.

8.

9.

sengketa (oltemattue disPute rcsolution) dan/ atau advokasi hukum
kasus pengaduan hukum;

kasus peLanggaran etika peLayanan yang tidak
dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus
etika antar profesi di Rumah Sakit;
memberikan kepada Kepala atau Direktur Rumah
Sakit mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar Yang
memiliki dampak etik dan/atau hukum; dan

rekomendasi terkaitpertimbangan dan/atau
bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daYa

manusia rumah sakit.

Bagran Kesembilan
InfeksiKomite Pencegahan Dan

Pasal 57

(1) Komite dan Infeksi berkedudukan di
bawah dan jawab kepada Direktur.

(2) Komite dan Pengendalian Infeksi dipimpin oleh seorzrng
Infeksi senioranggota Komite dan

sebagai Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

(3) Ketua Komite Pencegahan dan
jabatan

Infeksi sebagaimana
non struktural 5rang
Direkhrr.

dimaksud Pada aYat
diangkat dan dengan KePutusan

Pasal 58

Komite dan Infeksi tugas
membantu Direktur dalam

monl
dan infeksi.

Bagran KesePuluh
Komite Mutu

Pasal 59

(1) Komite Mutu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur.
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(2) Komite Mutu dipimpin oleh seorErng anggota Komite Mutu Rumah
Sakit senior sebagai Ketua Komite Mutu Rumah Sakit.

(3) Ketua Komite Mutu Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat'' (21 merupakan jabatan non struktural yang diangkat dan
diberhentikan dengan Keputusan Direkhrr.

Pasal 6O

Komite Mutu mempunyai tugas membantu Direktur dafam

;;r6tr", dan evaluasi"piningt<itan mutu, keselamatan pasien' dan

manajemen risiko di Rumah Sakit'

Bagian Kesebelas
Kelompok Medik Fungsional

Pasal 61

(1) KMF berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur

(2) KMF dipimpin oleh anggota KMF Senior sebagai Ketua KMF'

(3) Masa bakti Ketua KMF sebagaimana dimaksud dalam ayat (21

adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 62

(1) KMF mempunyai hrgas me.l1J<sanakan ,Pemeriksaan 
diagnosa'

pengobatan, p""""s;fiurr akibat penyakit' peningkatan {an
;!.ni"uhan'keietatir,, penyuluhan'kesehatan' pendidikan .dan
oelatihan serta peneiiti i'' i'rr pengembangan sesuai ketentuan

i.ot*"t Perundang-undangan'

(2) Dalam melaksanakan tugasnya KMF sebagaimana dimaksud pada

'-' 
"y"i iit 

dikelompokkan sesuai dengan keahliannya'

Bagan Keduabelas
Satuan Femeriksaan Intemd

Pasal 63

(11 Satuan Pemeriksaan Internal berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direkttrr'

(21 Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh anggota SPI senior

sebagai Ketua KelomPok'

(3) Masa bakti Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2 )

adalah trga (3) tahun'
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Pasal 64

Satuan Pemeriksaan Internal
audit kinerja internal Rumah Sakit-

Bagran Ketigabelas
Instalasi

(1)

Pasal 65

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit'

Direktur dapat membentuk Instalasi;

tugas melaksanakan

instalasi
diatur dengan

(21 Pembentukan, jumlah, jenis dan tugas
FIA dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
Peraturan Direktur sesuai kebutuhan.

(3) Instalasi
bawah dan bertanggung

(4)

BAB IV

TATA KER.'A

Pasal 67

Kepala Bidang, KePala
Komite Medik, Ketua

unit pelayanan non strukhrral, berada di
jawab kepada Direlrtur melalui koordinasi

dengan bidang/bagian.

Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin.oleh
*.t"rg-f"p"la" fnstalasi, dan dibantu oleh tenaga fungsional dan

atau non medis.

(5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat

dan oleh Direktur.

Pasal 66

Instalasi mempunyar tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan'

pendidikan dan Penelitian rrmah sakit.

Direktur, Wakil Direktur' Bagian, Kepala Seksi,

Kepala Subbagian, Ketua Komite KePerawatan,

Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain, Ketua Komite Etik dan Hukum,
Ketua Komite dan Infeksi Ketua Komite

Mutu, Ketua KMF, Ketua SPI, dan Kepala Instalasi pada RSUD dr.
Tjitrowardojo Kelas B dalam melaksanakan tugasnya

undangan yang berlaku dan keblj

6
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Pasal 68

Direkhrr, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi,
Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan,
Ketua Komite Tenaga Kesehatan lain, Ketua Komite Etik dan Hukum,
Ketua Komite Pencegahan dan Infeksi Ketua Komite

Mutu, Ketua KMF, Ketua SPI, dan Kepala Instalasi
tugasnya

pada RSUD dr.
Kelas B dalam

prinsip manaJemen yang meliPuti
evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang

tugas masing-masing'

Pasal 69

Direktur, Wakil Direktur, KePala Bidang, KePala Bagan, KePala Seksi,

Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite

Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain, Ketua Komite Etik dan Hukum,

Ketua Komite Pencegahan dan Infeksi, Ketua Komite

Mutu, Ketua KMF, Ketua SPI, dan KePala Instalasi Pada RSUD dr.

Kelas B wajib pnnslp koordinasi, integrasi

dan secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam

maupun antar satuan organisasi dalam Daerah

serta instansi Lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 7O

(1) Direktur, Wakil Direktur, KePala Bidang, KePala Bagian, Kepala

Seksi, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite

Keperawatan Ketua Komite Tenaga Kesehatan lain, Ketua Komite

Etik dan Hukum, Ketua Komite Pencegahan dan

Infeksi, Ketua Komite Mutu, Ketua KMF, Ketua SPI, dan KePaIa

Instalasi Pada RSUD dr. Kelas B bertanggung jawab

dalam memimPin dan memberikan bimbingan

serta petunjuk bagi Pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

(21 Direktur, Wakil Direktur, KePala Bidang, Kepala Bagian, KePala

Seksi, KePala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite

Keperawatan, Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain, Ketua Komite

Etik dan Hukum, Ketua Komite dan

Infeksi, Ketua Komite Mutu, Ketua KMF, Ketua SPI, dan KePala

Instalasi pada RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B wajib mengikuti dan

mematuhi dan bertanggung jawab pada atasan

masing-masing serta laporan tePat wakhr.

(3) Dalam menyampaikan laPoran
tembusan laPoran
ling[ungan RSUD

hubungan kerja.

masing-masing kePada atasan,
kepada satuan organisasi lain di

dr. Kelas B Yang secara

-?]ta7
P-9--1

:l

6
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(41 Setiao laooran vans diterima oleh Direktur, Wakil Dilelrt-ur, $p9ta''' Iiffig,--f"p"t"' s;ct"t, xqp"lg Seksi, Kepala Sub-bagian'-Ketua
K;;i6'Medik, xetrla xomi6: Keperawatan, Ketua Komite Tenaga

ii;;-h;t , ", fetua--fomit" ^EJik dan Hukum' K99u1 K-gmite

i;;;Arh*r-a# pene;ndalian Infeksi, Ketua Komite Mutu' Ketua

i<irIF,'K"t"; sPI, d;'-[dala-Itt"t"r"*i dari bawahan dapat diolah

dan dioersunaf<an setagdi bahan penyrsunan l'aporan lebih lanjut
iH -ffi;tilff*il',;,,=*";f,'k- ;'",i'b"'ik" fretunjuk kepada

bawahan.

Pasal 71

waklDirekh,.*"rs,"-?;,#.**:X1?,"'ffi ;SiHtIf StlJf, ffiMedik, Ketua Komite I
Lain, Ketua Komite Etiitffi;--3'kii-K"t"' KMF' d;n Ketua sPI

menyampaikan r"p"t o^t"p"t"iit"ttti a"t berdasaikan hal tersebut

Baeian Perencanaan o"t;-n"u"o-g; Masyarakat gel1l-s:3 laporan
"bffi; isuii a" tiir.*iJ.Fxe6" e keplda Kepala DINKES'

Jenjang jabatan dan kepangkatan, 
-serta 

kepegawaian diatur sesuai

ketinttlair peraturan perundang-undangan'

BABV

KEPEGAWAIAN

Pasg772

Pasal 73

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Daekhrr, Wakil Direktur, Kepala Bidang, K3nafa E-"g'q'' Sjpafa Seksi'

["-JJ" lirruGgi"rr, retul-i6mite Medili' KEtua Komite Keperawatan'

ii.til*r.-i[-T"#s" K;#;-r.d, Ketua Komite Etik dan Hukum,

ffiffi 'il;; -P;;;sd;'?; P;a;d"ttan Inreksi' Ketua--Komite

Mutu. Ketua KMF, Xetiil Spl,-d;-_?;pala Instalasi-pada.RSUD dr.

tirlfiiitti. i<.rii s ai",ffit a"' di6erhentikan oleh pejabat vang

blt*"r.rrg i"suai peraturan perundang-unctangan'

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peratural pqpati
hrrworeio Nomor 92 TaffiZ61O tettang peinUentukan' Kedudukan,

ilffi "i:"Jffi"#,ffifl 'ffi "H-;Iff ffi1L53fl y#",[6ffi
hrrworeio fBerita p""t f,*lLUupaiin ryurwg1ejo Tahun 2016 Nomor 92
^slrf5'N'.""i."-zlA,Ai".u"tdandinyatakantidakberlaku'
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c. masalah peLanggaran disiplin dan
masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan

dan kebidanan;
kewenangan klinis; dan

memberikan dalam mengambil keputusan etis dalam
asuhan kePerawatan dan kebidanan.

d.
e.

Bagian Ketujuh
Komite Tenaga Kesehatan Lain

Pasal 53

(1) Komite Tenaga Kesehatan Lain berkedudukan di bawah dan
jawab kepada Direktur.

(2) Komite Tenaga Kesehatan Lain oleh seorang anggota

Komite Tenaga Kesehatan Lain se or sebagai Ketua Komite Tenaga

Kesehatan Lain.

(3) Ketua Komite Tenaga
ayat (2)

dengan

Pasal 54

Komite Tenaga Kesehatan Lain mempunyai tugas membantu Direktur
ddam

standar binaan asuhan praktik tenaga kesehatan lain
a.

RSUD dr. Tjitrowadojo Kelas B;dan
etika profesi tenaBa kesehatan Lain berdasarkan

ketentuan Peraturan undangan

Kedelapan
Komite Etik dan Hukum

Kesehatan l,ain sebagaimana dimaksud pada
jabatan non strukhrral yang diangkat dan
Keputusan Direktur.

Pasal 55

b.

(11 Komite Etik dan Hukum' ' jawab kePada Direktur.
berkedudukan di bawah dan bertanggung

t2l Komite Etik dan Hukum
Rumah Sakit senior sebagai Ketua

(3) Ketua Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud Pada aYat

(21 abatan non struktural yang diangkat dan

diberhen tikan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 56

Komite Etik dan Hukum bertugas meningkatkan dan menJaga

penerapan etika dan hukum di Rumah Sakit, dengan cara:

Etik dan Perilaku (Code of ConductSl

oleh seorang anggota Komite Etik
Komite Etik Rumah Sakit.

j

1.
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Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
pE 

"torro 
'nupati -ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Purworejo'

(

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 8ortrbe 2121

BUPATI PURWORE]O,I

b
€ ecus BASTLAN

Diundanglan di Purworelo
padatanggal 21 9.tt-b.! ,21

A SEKRETARIS DAERAH FABUPATEN PURWORE.,O'(&
O-\

( setn RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE']O

TAHUN 2a2l NOMORTaTSERI D NOMOR *
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DAERAII dr. TJITROWARD().'O IIEL'AS B

I.AMPIRAN
FB-nertlneu BUPATI PURwoRF^Io
NOMOR L' TAHUN 2'21
TEMANGpiiiiiii.nuxaw, KEDUDUKAN, sus-UNAN 

--o-RGAJillsASI'iil'#;';AN 
-FiNGSI 

sERrA rATA KEzuA RUMAH sAKIr

ui{"dil IAERAH dt. TJITRowARDo''o KELAS B

KABUPATEN PURWORRIODIREI$UR

WAKIL DIREI$UR
PEI^AYANAN

WAKIL DIREKTUR
UMUM DAN KEUANGAN

BAGIAN
SEKRETARIAT

BAGTAN PERENCANAAN
DAN HUBUNGAN

MASYARAI{AT

BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENUNJANG
PEIAYANAN DAN

MANAJEMEN INFORMASI
KESEHATAN

BIDANG PEIAYANAN
MEDIS DAN

KEPERAWATAN

BIDANG PENGEMBANGAN
SIJMBER DAYA MANUSIA

DAN PROMOSI KFSEHATAN

SUB BAGIAN
TATA USN{A

JABATAN FUNGSIONAT SIJBBAGIAN
PENDAPATAN

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

EffiFEEffi
-

Iffi ffiffiE
SUB BAG1AN

RUMAH TANOGA DAN
PERI,ENGXAPAI{

;EEffiffi-

F.iffi ffi SI'BBAGIAN
PERBENDN{ARAAN

JABATAN SUBBAGIAN
AK'NTANSI DAN

VERINTASIffiEffi
BOIIIE IIITOA

I''IT
]<OMITE ETIK
DAN HUKUM

KOMTE PENCEGAHAN
DAN PENGENDAUAN

1NFEKSI

KOMITE MUTU
I(EI.oMPC)K

MEDIK
zuNGSIONAL

SATUAN
PEMERIKSAN

INTERNAL INSTAIASI
KOMITE
MEDIK

KOMITE
I(EPERAWATAN

KMF :

e. KMF B.d!h
b-xMF Kla.hatrn ArrEk
c. I(MF l(cbilrlen dan Fenyakit Kandungan

d.IolF P.trYd.it Dalam
c.l(MF Mata
I I{MF TlfT
8. KMF P.nyat it Lulit den xGlroin

g, XMF Ancat ai
h. XMF Oisi
i. xMF Rediologi
i. KMF Paru
'i.. fuf sa".f
l. XMF Jiwe
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